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Abstrak: Skripsi ini mengangkat isu utama mengenai kejahatan politik di dalam hukum 
internasional, dan penerapan perjanjian ekstradisi apabila alasan permintaan ekstradisi 
dari negara peminta adalah karena kejahatan politik yang dilakukan oleh pelaku. Di satu 
sisi perjanjian berlaku sebagai undang-undang yang mengikat bagi negara yang sudah 
menandatanganinya, namun di sisi lain pelaku kejahatan politik juga wajib dilindungi.

Kata kunci: Perjanjian ekstradisi, Kejahatan politik, Hukum Internasional 

Abstract: This article take a main issue about political offenses at international law and
the applications of extradition treaty if the requesting state request due to the offender's 
political offense. At one side, the treaty is valid as a binding law for the state that has 
signed in, but at the other side, we should protected the politicaloffense's offender.
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Pendahuluan

Berdasarkan hukum alam, tiada seorangpun boleh lolos dari hukum 

dan hukuman. Maka demikian juga terhadap pelaku kejahatan dimanapun

dia berada haruslah dihukum. Jikalau negara tempatnya berada tidak 

bersedia menghukum, maka terhadap penjahat pelarian tersebut wajib 

untuk diserahkan kepada negara dimana kejahatan itu dilakukan, sebagai 

negara yang berwenang mengadili atau menghukumnya. Pendapat Grotius 

ini dituangkan dalam sebuah adagium “aut punere aut dedere”.1 Dengan 

kata lain pelaku kejahatan internasional diadili menurut hukum ditempat ia 

melakukan kejahatan (sesuai dengan locus delicti), walaupun belum ada 

perjanjian ekstradisi antara kedua negara, karena Grotius mendasarkan 

pada pemikiran bahwa setiap pelaku kejahatan harus dihukum. 

Sebaliknya, beberapa ahli hukum internasional lain seperti Von 

Martens berpendapat jika tidak ada perjanjian ekstradisi, maka negara 

diminta tidak memiliki kewajiban untuk menyerahkan pelaku kejahatan 

kepada negara peminta. Perjanjian ekstradisi merupakan landasan hukum 

bagi kedua negara untuk melakukan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan.2

Praktek negara-negara beragam, ada negara yang bersedia 

menyerahkan pelaku kejahatan kepada negara peminta walaupun belum 

ada perjanjian ekstradisi antara kedua negara. Sebagai contoh adalah 

Afrika Selatan, Kanada, Indonesia, dan Kolumbia. Sebaliknya, negara-

negara yang hanya bersedia menyerahkan pelaku kejahatan setelah ada 

perjanjian ekstradisi adalah Belanda, Ethiopia, Israel, dan Turki.3

Untuk mengatasi keberagaman praktek negara-negara tersebut serta 

demi kepastian hukum, maka negara-negara membuat perjanjian-

perjanjian tentang ekstradisi, baik secara bilateral maupun secara 
                                                           

1 I Wayan Parthiana, Ekstradisi  Dalam Hukum  Internasional dan 
Hukum Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 17 

2 Ivan Anthony Shearer, Extradition in International Law, Manchester 
University Press, Oceana Publication Inc, 1971, hlm. 23 - 24. 

3 Ivan Anthony Shearer, op. cit., hlm. 28. 

ain pelaku kejahatan intererererererernnnannnn sional diadili menurut

ukan kejahatan (sesssssssuauauauauauauai dedddd ngngngngngngngnganaaaaaa locus delicti), wa

njian ekstradisi annnnntnn arrrrrrrraaaaaaaa keeeeeduuaaaaaaaa neeeeeeegara, karena Gr

pemikiran bahahahahahahahwawawawawawawawa sssssssetetetetetetettiaiaiaiaiaiaiaapppppppp peppeepelaaaaaaaakukukukukukukuku kkkkkkkkejejejejejejejejahahahahahaahahatatatatatatatanaaaaaa  harus dih

Sebaliiiiiiiikkkkknkk yayayayayayaya, bebbebebebebebebebebebebebebeb rararararararappappppp aaaaaaahlhlhlhlhlhh iiiiiii huhuhuhuhuhuhuh kukukukukukukummmmmmmm ininininininini ternnnnnnnnasiona

ns bbbbebbb rprprprprprprpennnnnnnnddaddddd pat jikaaaaaaaa ttttttttididiidiididi akakakakakakak aaaaaaaaadadddddd ppppppppperererereee janjnjnjnjnjnjnjiiiaiiiii nnnnnn ekkkkkkkstra

ta tidakakkkkakk mmmmmmmmemememememememmilililililillilikikkkkkikkiiiiiiii kekeeekeekewawawwwwww jijjijijij baaaaannnnnnnn ununununununununtututututututut kkkkkkk memememememememenynynynynynynyerahkan

aaaaaaa nnnnnnnegggggarrrrrrraaaaaaa pppeppeppep mimimimimimimiinnnnnntn a. PPPPPerjjajajajajjanjnjnjnjnjnjnjnjian ekstrararararararadiddididididisi mmmmmmmeeeeeree uppppakakakakakakakkaa

edddddduauauauauauauau nnnnnnnegegegaraaaaaaa unuuuuuu tuk mellllalll kukukukukuukuk kakakakakakakaann ekekekekekekekkstsss raadididididididid sisisissisis ttttererererrerhahahahahahahah dadadaadadaap

Prrrrrrrakakakakakakakktetettttt kkkkkkk nenenenenenenegaggggg ra-nenenenenenenegagagagagagagag raraaaaaa bbbbbbbberererererereragagagagagagagaggamamamamamamamama ,,,,,,, adadadadadadadaaaaaaa neneneneneeneneggggagggg r

erahhhhhhhkakakakakakakannnnnn pepepepepepepepelalalalalalakkkkku kkkkkkkkejahatttananananananann kkkkkkkepepepepepepepeppadaadadadadada negagaagaaaagarararararararar pppppppemememememememiiiniiiii t

erjananannanananjijijijijijijiananananananana eeeeeeekskskskskskskskstrtrtrtrtrtrtr dadadadadadaddisisisisiissisiiiii ananananananananttatatatattarararararaarara kkkkkkkkedededededdededuauaauuaua nnnnnnnnegegegegegegegarrrrrrrra.a.a.a.a.a.a.a SSSSSSSeebeee a

a Selatatatatatatatanananananannan,,,,,,, KaKKKKKK nada, Indododoodoneneeeesia, dan KKKKKKKolololololololumumumumumumumbibbbbbb a. S

a yang hahahhahahahahanynynynynynynyaaaaaaa bebebebebebebersrsrsrsrsrsrsededededededediaaiaia mmmmmmmeneneneneenenyeyeyeeyeyeyeyerararararararahkhkhkhkhkhkhkananananananan pppppppelelelelelelelaku kej

njian ekstradisi addalalallllllahahahahahahahhah BBBBBBBelelelelelelelelanananananananddadaddddada,, EtEtEthihhhh opia, Israel, da
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multilateral. Perjanjian ekstradisi biasanya dilakukan antara negara-negara 

yang letaknya berdekatan karena kemungkinan frekwensi larinya pelaku 

kejahatan ke negara-negara tetangga tersebut lebih tinggi. Dengan 

demikian perjanjian ekstradisi itu menjadi landasan yuridis yang mereka 

anut apabila menghadapi kasus tentang ekstradisi. Semisal perjanjian 

ekstradisi yang telah disepakati oleh Amerika Serikat dengan Hong Kong. 

Didalam Pasal 1 Extradition Treaty between United States of America and 

Hong Kong menyebut bahwa "Obligates each Party to extradite to the 

other, in accordance with the provisions of the Agreement, any person 

wanted for prosecution or for the imposition or enforcement of a sentence 

in respect of an offense described in Article 2." Yang berarti mewajibkan 

para pihak untuk mengektradisi satu sama lain, sesuai dengan ketentuan 

dalam perjanjian ini, orang yang dicari oleh pihak yang berwenang di 

negara peminta untuk diadili atau dihukum karena kejahatan ekstradisi. 

Sedangkan di dalam pasal 2 ayat (1) diatur perihal 36 macam kejahatan 

yang menurut kedua negara dapat dikenakan hukuman lebih dari satu 

tahun dan dapat dimintakan ekstradisi.  

Melihat tujuan dari perjanjian internasional tersebut diatas dan 

fungsinya yang dapat digunakan sebagai landasan yuridis apabila kedua 

negara tersebut berhadapan dengan kasus ekstradisi, maka dalam bagian 3 

Konvensi  Wina 1969 Pasal 26 ditegaskan mengenai asas pacta  sunt 

servanda yang mengatur bahwa  “Every treaty  in force  is binding upon  

the parties to it and must be peformed by them in good faith”. Yang artinya 

“Setiap perjanjian berlaku mengikat terhadap pihak-pihak pada perjanjian 

itu dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Dengan adanya Pasal 26 

Konvensi Wina 1969, maka terjaminlah asas kepastian hukum dalam suatu 

perjanjian, dimana para pihak dalam perjanjian dilindungi secara hukum. 

Dan apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, maka hakim 

dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian. Dengan kata lain 

maksud dari adanya Pasal 26 Konvensi Wina 1969 tersebut adalah 

perjanjian yang telah mereka buat menjadi undang-undang bagi kedua 

d for prosecution or fofofofoofoforrrrrrr ththththththt eeeeeee imposition or enforce

pect of an offense dddddddesesesesesesesscribibbibedd innnnninn Article 2." Yang b

pihak untuk mennnennnngegegegegegegektktktktktktktrrararrrr diiiissssi sssssssaaataataaa uuuuuuu sasasasasasasama lain, sesuai

perjanjijijijijiijianananaanana iiiiiiiinininininininin ,,,,,, ororororororororanaaaa ggggggg yayayayayayayangngngngngngngg dddddddicicicicicicii arararararararriiiiiii olololololololeheeeheh ppppppihak y

a pemmmmmmmininninininintatatatata uuuntttttttukukukukukukuku  diadididiiiiiilil aaaaaatau dihuuuuuuuukukukukukukukuk mmmmmmm kaaaaaaaareeeeeeeennnnannn  ke

gkannnnnn dddi daaaaaaalalalalalalalammmmmmm papapapapapapaassssssas lllllllll 222222222 ayayayayayayayayatatatatataata ((((((((1)1)1)1)1)1)1)1) ddddddddiaiaiaiaiaiaiai tututututututurrrrrrr perihahahahahahahal 36

menenenenenenenurururururururrutututututututut kkkkkkkedededededededuauauauauauauaa nnnnnnnegarrrrrrrra ddddapat dididididididikekekekekekekenananananananakakakakakakakannnnnnn huhuhuhuhuhuhuh kukukukukukukum

dadadadadadadad nnnnnnn dadadadadadadad papapapapapap tt diddiddididid miiiiiiintakkkkkkkananananananan eeeeeeksssssssstrtrtrtrtrtrtrtradadadadadaadadisisisisisisisssi.iiiiii

MeMeMeMeMeMeMelililililililihahhahah ttttttt tujujujujujuujuananananananana  dari peppeepp rjanannanannnjijijijijijijijiiananananananananan intntnttntntnternaaaaaaaasisiss onalalalalalalall t

nyaaaaaaaa yayayayayayayangnngggg ddddddddapapapapapapapata didididididididiguguguguugugugunananananananakakakakakakakaannnnnnnn sesesesesesesees bababababababaagaiiiiiii lalalallalalalandnnnnndndasasananananannanan yyyyyyyyur

a terrsesesesesesesebubububububububutttt bebebebebebeberhrhrhrhrhrhrhr adadaaaaa appppppan deneneneneenenengagagagagagagaannnnnn kasuuuuusssssss ekekekekekekekstststststststrararararararradididididididissisisisisisis ,,,,,,, ma

ensi WiWiWiWiWiWiWinnnannnn  1966699999999 PaPaPaPaPPaPaP sasasasasasasal 2626262626266 dddddditititititttegegegegegegegaskan mememememememengngngngngngnggena

nda yannnnnnnggggggg mememememememem ngngngngngngngatur bahhhhhhhhwawawawawawawawa “Everyyyyyy trtrtrtrtrtrtreaeaeaeaeaeaeatytytytytytyty iiiiinii  forc

rties to it annnnnndddddddd mumumumumumumumustststststststst bbbbbbbbbeeeeeee pepepepepepepepefofofofofofofoformrmrmrmrmrmrmmmmmedededededededdede bbbbbbbbyyyyyyyy ththththththththeeeeemee  in good f
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negara itu. Namun Pasal 26 Konvensi Wina 1969 tidak bisa diartikan 

terpisah, pengaturan lanjutan mengenai itu ada di dalam Pasal 27 Konvensi 

Wina 1969 yang mengatur “A party may not invoke the provisions of its 

internal Iaw as justification for its failure to perform a treaty. This rule is 

whitout prejudice to article 46”. Yang berarti “Sesuatu pihak tidak boleh 

mengemukakan ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya sebagai alasan 

pembenar bagi kegagalannya melaksanakan sesuatu perjanjian aturan ini 

tanpa merugikan Pasal 46”.

Berkaitan dengan yurisdiksi yang dimiliki oleh negara (dalam hal 

ini negara diminta), maka setelah negara diminta menerima permohonan 

permintaan ekstradisi dari negera peminta, negara diminta dapat 

mempertimbangkan apakah permohonan ekstradisi itu diterima atau tidak. 

Hal ini berhubungan dengan asas umum yang terdapat dalam hukum 

internasional bahwa setiap negara memiliki kekuasaan tertinggi atau 

kedaulatan atas orang dan benda yang ada dalam wilayahnya sendiri. 

Perjanjian-perjanjian tentang ekstradisi bisa saya terjadi diantara negara-

negara yang belum terikat pada perjanjian ekstradisi. Prakteknya negara-

negara tersebut menunjukkan adanya perbedaan, ada negara yang bersedia 

menyerahkan orang yang diminta walaupun antara negara diminta tersebut 

dengan negara peminta sebelumnya tidak pernah ada perjanjian ekstradisi. 

Namun ada negara yang mensyaratkan harus ada perjanjian ekstradisi 

terlebih dahulu untuk dapat dilakukan penyerahan orang yang diminta. 

Jika perjanjian ekstradisi itu tidak ada, maka tidak boleh melakukan 

penyerahan. Akan tetapi ada pula walaupun diantara negara penting dan 

negara diminta sudah terdapat perjanjian ekstradisi, namun karena 

pertimbangan dari negara diminta akhirnya pelaku kejahatan tidak dapat 

diesktradisi salah satunya karena unsur kejahatan politik. 

Didalam kasus ini akan dibahas, perihal negara Amerika Serikat 

dan Hongkong yang sebelumnya sudah terdapat perjanjian ekstradisi 

diantara kedua negara tersebut namun pihak Amerika Serikat tidak 

bersedia menyerahkan atau menerima permohonan ekstradisi dari negara 

peminta (dalam hal ini Hongkong) karena kejahatan politik yang dilakukan 

Berkaitan dengan yurisisisisisisisdddiddidd ksi yang dimiliki oleh

gara diminta), makaaaaaaa sssessss teeeellahhhhhhhh nnnnennn gara diminta men

ntaan ekstradisi daaaaaaaarrirrrrr nnnneggggggggeeereeeee aaaaa peminta, nega

ertimbangkkkkkananananananan aaaaaaapapapapapapapakakakakakakakaahhhhhhhh pepepepeppp rmrmrmrmrmmmohohohohohohohohononononnonononanananananananan eeeeeeekskskskskskskstradisi itu d

ni berhuuubuuuuu ununununununungaaaagaaannnnnnn dedededededengngngngngngngannnnnnn aaaaaaasasasasasasasasssssss ummmmmmmumumumumumumumm yyyyyyyannnnnggggggg terda

asionnnnannn llllllll baaaaaaahwhhhhhhh a setiiiiiiiapapapapapapapap negegegegegeggarararararararararaaaaaaaa memememememememem mimmmm lililililililil kkkikkkkk kkkkkkkekkkkkkkuas

latan aaaaaatatatatatatatassssss orororororororrananananananangggggggg dddddaddd nnnnnnnn ebebeeebbendddddaaaaaaaa yayayayayayayayangngngngngngng aaaaaaaadadadaadadadada dddddddalalalalalalamaaaa w

nnnnnjijijijijijijiiananananananan-pepepepeperjrjrjrjrjrjrjananananananana jijjjjj annnnnnann tennnnnnntaaaaaaaangngngngngngngg eeeeeeekkkkkskkk tradisi bibibibibibibisa sssssssayayayayayayaya a teteteteterjrjrjrjrjrjjrjaaaaaaa

a yyyyyyyananananananana ggggggg bebbeluuuuummmmmmm tettt rikat padddddddaaaaa pepepepepepepeperjrjrjrjrjrjrjananananananananjijjjjjj annnnnnn eeeeeeekskskskskkk trttrt adadadadadadadisisisisisisisi.iiiiii P

a terrrrrsesesesesesesebububububububuttttttt mememememememenunnnnnn njukukukukukukukukkakakakakakakaak nnnnnnnn adadadadadadadanannannannnyayayayayayaya pppppppppererererererererbebebebebeebeedadadadadadadadaananananananan, adadadadadadadaaaaaaa ne

erahhhhhhhkakakakakakakak nnnnnn ororororororororaanaananaana g yayayayayayy ng diminininininininntatatatatatata wwwwwwwwwalalalalalalala aupun anananananananntatatatatatarararararaara nnnnnnnegeeeeeee a

n neggggggggarararararararaaaaaaa pemimimimimimimim ntntntntntntn a sebebebebebebebeelululululululul mnmnmnmnmnmnmnnyayayayayayayay ttttidididddiididakakakakakakakak ppppppppeeeeeernaaaaaaaahhhhhhhh adadadadadadadadda pe

n adaaaaaaa nenenenenenenen gagagagagagagag ra yang memmememmensnsssnsyyyayyyyy ratkan harararararararusuususususus aaaaaaadddadddd  pe

ih dahulu unununununununtututututututuuukkkkkkk dadadadadadadapapapapapapapaatttttttt dididididididilalalalalalalaakukukukukukukukakakakakakkakannnnnnn pepepepepepepepenynynynynynynyererrrrrahan or

perjanjian ekstradiiiiiiisiiisiisi iiiiiiituttttutu ttttttidididididididakkakakkakk ada, maka tidak
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oleh pelaku. Walaupun sudah terdapat perjanjian ekstradisi antara negara 

peminta dan negara diminta, namun terdapat asas didalam perjanjian 

ekstradisi dimana pelaku kejahatan politik tidak dapat diserahkan. Apabila 

dasar permintaan penyerahan pelaku kejahatan adalah karena kejahatan 

politik, maka hal itu tidak diperbolehkan. Hal ini disebabkan karena 

kejahatan politik dikecualikan dari jenis-jenis kejahatan yang dapat 

diajukan sebagai dasar permohonan penyerahan.

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas 

adalah: “Apakah penolakan ekstradisi Edward Snowden oleh Hongkong dapat 

dikualifikasikan melanggar perjanjian ekstradisi yang telah disepakati oleh 

Hongkong dan Amerika Serikat?"

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Adapun yang dimaksud 

dengan tipe penelitian yuridis normatif, adalah penelitian hukum terhadap bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder terutama yang berkaitan dengan materi 

yang dibahas.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-

undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach). Statute

approach yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta 

membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan materi 

yang dibahas. Sedangkan pendekatan secara conseptual approach yaitu suatu 

pendekatan dengan cara membahas pendapat para sarjana yang terdapat di dalam 

berbagai literatur sebagai landasan pendukung. 

Selanjutnya bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang diperoleh dari hasil studi 

kepustakaan selanjutnya dikumpulkan, dikelompokan sesuai variabel masing-

masing, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya penelitian akan 

disajikan dalam bentuk deskriptif. 

sarkan uraian masalahh dddddddiaaaatataaaaaas,,,,,, maka permasalahan

akah penolakan ekskskskskskskstrtrtrtrtrtrrrada isssiiii EEEEEEdwdwdwdwdwdwdwd ard Snowden oleh

kan melanggar ppppppperererererererjajajajajajajannjnnnnnn iaaaaannn ekekekekekekeksssstsss rararararararadidddddd si yang tela

n Ameriiiiiiikakkkkakak SSSSSSSerrrrrrrrikikikikikikikatatatatatatatt?"???????

elitiaaaaaaan

iiiitititititititiiananananananan iiininiiiinini aaaaaaadadddddd lahhhhhhhh peneneneneneneneeliiiiiiitititititititiiannnnnnnn yyyuridis nononononononormmmmatatatatatatatififififififif. Adddddddapapapapaapapapfff

peneneneneneneneelililililililitititititititiananan yurururururururididididididdis normatitittititiit ffffff,ff aaaaaaaadadadadadadadad lalalalalalalalahhhhhhh pepepepepepeep nenenenenenenelititittiananananananan hhhhhhhuuukuuuu u

r ddanananananann bbbbbbahahahahhhhananananananan hhhhhhhuku ummmmmmm sssssssekekekekekekekkkunununununununderrrrrrrr teteteteteteterururururururururutatatatatatatatat mamamamamamamam yyyyyyyanananananananggggggg bebebebebebebeerrrkrrrr a

un ppppppppenenenenenenendededededededekatatatatatatatat nnnnnnn yayayayayayyy ngngngngngngng dddddddigigigigigigiggununununnnakakakakaka anananananannan aaaaaaaaddddddadad laaaaaaaahhhhhhhh pepepepepepepepp nde

atute apapapapapapapapprprprprprprprprp oaoaoaoaoaoaoach), pendeeeeeeekakakakkakakatatatatatatataan konsep (((((((cococococococoncncncncncncnceeepepepeeptual

aitu pendddddekekekekekekekatatatatatatata ananananananaanan yyyyyyyyananananananana gggggggg dididididididilalalalalalallakukukukukukukuk kakakakakakakakannnnnnn dededededededed ngnnnnnn an men

eraturan perundang-g undddadddangan yang berlaku berka
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Hasil Penelitian

Apabila ditinjau dari asal katanya, ekstradisi berasal dari bahasa 

latin “extradere”. Ex berarti keluar, sedangkan tradere berarti memberikan 

atau menyerahkan. Menurut I Wayan Parthiana mengartikan ekstradisi 

sebagai:

Penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan 

perjanjian ekstradisi yang diadakan sebelumnya atau berdasarkan prinsip 

timbal balik, atas seorang yang dituduh melakukan tindak pidana 

kejahatan (tersangka, tertuduh, terdakwa) atau atas seorang yang telah 

dijatuhi hukuman atas kejahatan yang dilakukannya (terhukum, terpidana), 

oleh negara tempatnya melarikan diri atau berada atau bersembunyi, 

kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau 

menghukumnya, atas permintaan dari negara tersebut dengan tujuan untuk 

mengadili atau melaksanakan hukumannya. 

Di lain pihak terdapat beberapa ahli yang menjelaskan perihal arti 

dari ekstradisi selain I Wayan Parthiana, sebut saja pendapat dari L. 

Oppenheim dan J.G. Starke L. Oppenheim mengatakan "Extradition is the 

delivery of an a coused or convicted individual to the state on whose 

territory he is alleged to have committed, or to have been convicted of, a 

crime by the state on whose territory the alleged kriminal happens for the 

time to be".4

Dapat diartikan “ekstradisi adalah penyerahan terdakwa atau 

terpidana oleh suatu negara di wilayah mana ia suatu waktu berada, 

kepada negara dimana ia disangka melakukan atau telah melakukan atau 

telah di hukum, karena perbuatan kejahatan.” Sedangkan J.G. Starke 

menyatakan sebagai berikut: "The term extradition senotes the process 

where by under treaty or upon a basis of receprocity one state surrenders 

to another state at its request a person accused or convicted of a kriminal 

                                                           

4 L. Oppenheim, International Law, a Treatise, 8th edition, 1960, vol. One-Peace, 

hlm. 696. 

atan (tersangka, tertuduhuhuhhuhhuh,,,,,, terdakwa) atau atas s

hi hukuman atas kejaaaaaaahahahahahahahataaaannnn yayayayayayayay ngnnnnnn  dilakukannya (ter

negara tempatnyaaaaaaa memmmmmmm larirrrir kaaaaaaaannnnnnnn ddddiddd ri atau berada

a negara yayayayayaayayangngngngngngngn mmmmmmmmemeemememeeme iiiilikkkkkkikkiiiiii yuyuyuyuyuyuyuurririririrririsdddddddikikiiiii si untuk

hukumnnnnnnnnya,,,,,,, atatatatatatataasasasasasas ppppppperererrrerrmmimimimimmintnttttnttaaaaaaaaaaaaaannnnnnn dadadadadadadadaririririririri nnnnnnnegegegegegegeggararararrararaaaaaaaa tersrsrsssrsssebut d

adili attauauauauaaau mmmmmmmmele aksanakakakakakakakakannnnnnnn huhuhuhuhuhuhukukukukukukukuuumammmmmmm nnnnnnnnnnnnnnnnnyayyyyyy .

Di laiiiiiiinnnnnn pipipipipipipihahahahahahahah kkkkkkk teeeeeeeerdrdrdrdrdrdrddappppppppatatatatatatatat bbbbbbebbbbbbbererererererererapapapapapapapapaaaaaaaa ahahahahahahahlililililililili yyyyyyyyananananananangggggg menj

eksksksksksksksttttttrt adddddisisisisisisisiiiiiii sessssss llallal ininininininiin IIIIIII WWWWWayayayayayayayayananan Parthiaaaaaannnnannn , sesesesesesesebububububububut saaaaaaaajajajajajjajaja

nheieieieieieieiimmmmmmm dadaaann J.J.J.J.J.J.J.G.GGGGGG  Starke LLLLLL.L. OOOOOOOppppppppppppppppenenenenennnhhehhhhhh immmmmmm mmmmmmmennnnngagagaaagaattatatatatatt kkkkakkk n

ry oooooooffffffff ananannanann aaaaaaa cccccccoused ororororororor cccccccoonoooo viviviviviviviv ctctctctctctcttedededededededdd iiiiiiiinddddddddivivivivivivivvidididididididuauauauauauaualllllll tototototoototo t

ory hehehehehehehe iiiiissss alalalalalalalallelelelelelelegedddddddd to haveeeeeee cococococococ mmmmmmmmmmmmmmmmmiititititiitted, orrrrrrrr totototoototo hhhhhhavavavavavavaveeeeeee b

by ttttttthhehehehehehe sssssssstattttt tetetetetetete oooooooonnnnn whwhwhwhwhwhwhwhosoosososososo eeeeeee teteteteteteterrrrrrrrrrrrrititititititititororororororo yyyyyyy thththhththththee alalalalalalalallelelelelelelegeeeegeeeedddddddd krkrkrkrkrkrkriiimiiiii in

o be".44444444

Dapat dididididididiararararararartititititititiikakakakakakakak nnnnnnn “eeeeeeekskskskskskskstrtrtrtrtrtrtradadadaadadadissisisssisiiiiiii adadadadadadadalalalalalalalahahahahahahah pppppppene yerah

ana oleh suatu nnnegegegegegegegarararaaraaaaaaa didididididididi wwwwwwililililililililayah mana ia su

di i di k l k k t t l
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offence commited against the laws of the requesting state competent to try 

the alleged offender".

Artinya “penyerahan (ekstradisi) menunjukkan suatu proses 

dimana suatu negara menyerahkan atas permintaan negara lainnya, 

seorang dituduh karena kriminal yang dilakukannya terhadap undang-

undang negara pemohon yang berwenang untuk mengadili pelaku 

kejahatan tersebut yang dilakukannya dalam wilayah yang diserahkan.  

Adapun maksud dan tujuan dari ekstradisi adalah untuk menjamin 

agar pelaku kejahatan berat tidak dapat menghindarkan diri dari 

penuntutan atau pemidanaan, karena seringkali suatu negara yang 

wilayahnya dijadikan tempat berlindung oleh seorang penjahat tidak dapat 

menuntut atau menjatuhkan pidana kepadanya disebabkan yurisdiksi atas 

penjahat tersebut.5

Terdapat azas di dalam hukum ekstradisi, antara lain azas kejahatan 

ganda, azas kekhususan, azas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik, 

azas tidak menyerahkan warga negara sendiri, azas non bis in idem, azas 

daluwarsa.

Terkait dengan azas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik, 

terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah 

tindakan tersebut termasuk dalam pelanggaran politik ataukah bukan. 

Metode tersebut adalah:

a. Pelanggaran absolut atau relatif (absolute or relative offences)

Pada dasarnya untuk menentukan apakah suatu perbuatan 

termasuk kedalam kategori kejahatan politik atau tidak dapat 

dilihat berdasarkan untuk siapa perbuatan itu ditujukan. 

Kejahatan politik absolut atau murni adalah kejahatan yang 

ditujukan kepada organisasi politik atau pemerintahan dari suatu 

                                                           

5 M. Budiarto, Ekstradisi dalam Hukum Nasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 
1981, hlm 7.

tutan atau pemidanaaaaaaaanaanaaaa ,,,, karena seringkali su

ahnya dijadikan temmmmmmmpapapapapapapat bebeeberlinnnnnnnndudududududdudung oleh seorang p

ntut atau menjattatttttuhuhuhuhuhuhuhkakakakakakakannnnnnn piiiiddddananananananaana kkkkkkkkepepepepepepeppadaaaaa anya disebab

hat tersebbbbbbbutuututu .5555555

Terdrdrdrdrdrdrdapapapapapapapattttttt aaazaaaaaaasssssss di dalamamamamamamama hhhhhhukkkkkkkum ekkskskskskskksttrttttt adddddddisiiiiiii i,i,i,i,i,i,i, aaaaaaaannnnntnn ara 

, azasssssss kekhhhhhhhusususususususu usuuuuuu ananananananann,,,,,, azzzzzzzzzasasasasasasasasas tttttttididididididididakakakakakakak mmmmmmmmenenenenenenene yeyeyeyeyeyyeerararararararahhhhkhhh an pppppppelak

idakakakakakakak mmmmmmmmenenenenenenennyeyeyeyeyeyeyerararararararahkhkhkhkhkhkhkkanananananananaa  waarararaarara gaaa negarrrrrraaaaaaa seeeeeeendndndndndndnddiririririririri,i,i,i,ii,i, aaaaaaazazazazazazazaz ssssss nonnnnnn

aaaaaaaarsrsrsrsrsrsrsa.a.a.a.a.a.a.

TeTeTeTeTeTeerkrkrkrkrkrkrkaiaiit dengggggggananananananana  azas tiiiidddak mememememememememenynynynynynynynynyerrrrrrahhhahahahahkaaaaaaaannnn pelalalalalalalaakkkukk

at bbbbbbbbebebebebebebebebererrapapapapapppaaaaaaaa mememmmmm tooooooodededededededede yyyyyyyyanananananananggggggg dadadadadadadadapapapapapapapaap ttttttt dididididdidid guuuuuuunananananananakakkkkkakann unununununnununtutututuutututuk

kan ttttttterererererererrsesesesesesesesebububububububuttttttt tetetetetetetermrmrrr asuk ddddddddalalalalalalalamamamamamamaa pppppppelelllananananananana ggggggggggggggg ararararararrarananananananan pppppppooolooo it

de terrrrrrrrseseseseseseses bububububububuttttttt adalahhhhhhh:::::::

a. Pelalalalalalalaangngngngngngnngggagagagagagagarararararararannnnnnn absoluuuuuuuttttttt atatatatatatatataaaauaaa  relatififififififif (((((((abababababababsososososososolululululululute or r

Pada dadadadadadadasasassasasarnrnrnnrnnrnyayayayyayayay uuuuuntntntntntntukukuuukuu  menentukan apa
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negara dan tidak mengandung unsur-unsur kejahatan biasa.6

Contoh dari kejahatan politik murni misalnya pengkhianatan, 

mata-mata, dan penghasutan. Dalam beberapa kasus yang pernah 

terjadi, tidak ada kewajiban untuk mengekstradisi pelaku 

kejahatan politik murni (yang mana terdapat perjanjian bahwa 

terhadap kejahatan politik murni dikecualikan dari kejahatan 

yang lainnya).

Di lain pihak terdapat kerancuan untuk menentukan 

kriteria suatu perbuatan agar dapat dikategorikan sebagai 

kejahatan politik relatif, sulitnya menentukan kriteria dari 

kejahatan politik relatif disebabkan karena pelanggaran ini 

termauk kedalam kejahatan biasa, namun dilakukan sehubungan 

dengan tindakan politik.7

b. Uji kejadian politik (Political incidence test)

Uji kejadian politik melihat apakah pelanggaran itu 

merupakan bagian dari kebetulan atas perjuangan politik. Pada 

mulanya tidak ada sangkut pautnya antara perbuatan dengan 

                                                           

6DeFabo, Vincent (2012). "Terrorist or Revolutionary: The Development of the 
Political Offender Exception and Its Effects on Defining Terrorism in 
International Law". American University National Security Law Brief. 2 (2).
Retrieved 2013-06-13, page 76.

 

7DeFabo, Vincent (2012). "Terrorist or Revolutionary: The Development of the 
Political Offender Exception and Its Effects on Defining Terrorism in 
International Law". American University National Security Law Brief. 2 (2).
Retrieved 2013-06-13, page 77.

Di lain ppppipipp haaaaak teteteteteteterdapat kerancuan

kriteria suatuuuuuuu ppppppperbubbuuuattttttttaaaaaanaa  agar dapat dik

kejaaaaaaahahhahahhahatatataatatatannnnnnnn popopopopopopoolilililillilitikkkkkkk rererereeeelalalalalalalalatif,f,f,f,,,, sssssssulululululululu iiiititititnynynynynynynyaaa menent

kekekekekekekejajajajajajajaj haaaaaaaatatttttt n politikkkkkkkk rererererererelalalalalalalatitittititiif didiiiisesesesesessebbbbbbab bkbkbkbkbkbkkbkannnnnnnn kkkkkkkaren

teetetetetet rmrmrmrmrmrmmmaukkkkkkkk kekekekekekekedadadadadadadad lalalalalalalaammmmmmm kekeekkekkk jjjjahaaattatatattt nnnnnn bibibibibibibiasasasasasassasa,a,a,a,a,a,a,a  namamamamamamamununununununn dil

dededededededed ngngngngngngn ananananananann tindakaaaaaaannnnnnn popopopopopopoliiiiiiititititititititik.k.k.kk.k.k.k 7

UjUjUjUjUjUjUjU i kekekekekekeejajajajajajajadiddddd an politik ((((((((PPPPoPPP lililililililil(((( titiitititititiicacacacacacacaacalllllllll iniiiiiii ciciiiiiidededededededed nccnnn eeee tetetetetetetesssststststs )

UjUU i kejadian pppppppoloololololollolitititititititik mellelllellihihihihihihihhataatataaa aaaaaaapapappapapapaaka

mememememememmerururururururupapppppp kan bababababababab iigggig anannnnnn dddddarararrrrriiiiiii kkekekekekeebebebebebebebetulan atatatatatatatasasasasasasas pppppppperju

mulalalalalalalanynynynynynynyaaaaaaa tititititititiidadadadadadadakkk adaa sas ngggggggkukukukukukuuttttttt papapapapapapautututututututnynynynynynynyaaaaaaa antara
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motif dari pelaku.8 Namun pada tahun 1981, pengadilan Inggris 

menemukan metode tersebut pada kasus In re Castioni, seorang 

pria asal Bellinzona dinyatakan bersalah setelah menembak mati 

seorang pemimpin daerah provinsi di Swiss. Tindakan itu 

dilakukan karena pada saat itu terjadi kerusuhan politik. Untuk 

selanjutnya tindakan tersebut dilakukan atas dasar tindakan 

politik. Swiss meminta ekstradisi pria asal Bellinzona tersebut.

Undang-undang ekstradisi 1870 memberikan pengecualian atas 

pelanggaran terhadap karakter politik atau kejahatan yang 

mensyaratkan ekstradisi untuk menghukum pelaku tindakan 

politik, akan tetapi Undang-undang tersebu tidak memberikan 

suatu syarat secara terperinci. Hakim George Denman 

memberikan kesimpulan untuk pelanggaran yang berkaitan 

dengan pelanggaran politik: 

a. Pertama, pelanggaran yang dilakukan terjadi selama 

kerusuhan politik. 

b. Kedua, pelanggaran tersebut merupakan tindakan yang 

nyata dan merupakan bagian dari kerusuhan politik. 

                                                           

8 Van Den Wijngaert, Christine (1983). "The political offence exception to 
extradition: defining the issues and searching a feasible alternative". Revue beige 
de droit international. 20 (1). Retrieved 2013-06-10, page 745.

 

Undang-undanggggggg eeeeeekkskskk trtttt adaddadaddaddisisisisisisisi 1870 memberikan

pelanggaran tettt rhrhrhrhrhrhrhrhadapaaaa kkkkkkkkarrrrrrrakter politik ata

mensnsnsnsnsnsnsyaaaaayayarrrrarrrr tktktktktktktkt ananananananann eksksksksksksksstrtrtrtrtrtrtrt adadadadadadddiiisisisiii i unununununununtututututututuukkkkkkk mememememememengnnnnn hukum

popopopopopopoolililililililitik,k,k,k,kk,k,k, akkkkkakkk n tetaaaaaaaapippippipipp UUUUUUUndndnndndndndangggggggg-unuuuuuu daaaaaaangnnnnnnn ttttttteeerereee ssssesss bu

suususususus atatatatatatattuuu sysysysysysysys ararararaa atatatatatatata ssssssseceeeeeee araarrra tet rprprprprprprperererererererininininininincicicicicicicici. HaHaHaHaHaHaH kikkkkkk m

memememmemememembmbmbmbbmbmberereerereree ikkkkkkkan kkkkkkkkesesesesesesesimimiimimimimpupupupupupupupulalalalalalalalannnnnnn untuk pepepepepepepelalalaaaaangngngngngngngn gagagagagagagaarrrrrrrr

dededededededed ngngngggggananananananan pppppppelangggggaran ppppppolitititititititikikikikikikikkk:::::::

a.aa PePPPPePP rtama, ppppppeleleleeee anananananananggggggggg aran yyyyyyyanananananananangggggg dididididididid lalalalalalal ku

kerururrururururussuhahahahahahahannnnn popopooooolillililill tititiiiikkkkk.kk

b.b.b.b.b.b.b. KeKeKeKeKeKeKedududua,,, pppppp lleellangggggggggggggaraa ananananananan tttttttererererererersesesesesesesebububububububuttttttt merup

nyattttatattaa dadddadann memerurupaapakan bagian dari k
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Berdasarkan putusan dari hakim George Denman diatas maka 

Castioni tidak dapat diekstradisi.9

Kasus berikutnya melihat motif dari pelaku dalam upaya 

untuk menentukan apakah pelanggaran tersebut dapat 

dimasukkan dalam kategori kerusuhan politik secara umum. Pada 

tahun 1954 terdapat kasus Kolczynski, dimana pengadilan 

Inggris memberikan penjelasan lebih lanjut perihal definisi dari 

uji kejadian politik (peristiwa itu bukan bagian dari kerusuhan 

politik pemberontakan yang dilakukan oleh 7 orang pelaut 

Polandia yang memberontak terhadap kapten mereka dan 

mengambil alih kapal mereka menuju Inggris.10 Hakim James 

Cassels dan Rayner Goddard menginterpretasi "kerusuhan 

politik" lebih luas daripada kasus Castioni, walaupun 

pemberontakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan merupakan 

upaya untuk menghindari tuntutan kejahatan politik. Kasus 

Kolczynski tersebut dianggap sebagai kasus yang paling jauh 

dalam mendeskripsikan pengecualian terhadap kejahatan politik. 

c. Uji hak dan motif (Injured rights test and motives test)

9 Lubet, Steven; Czackes, Morris (1980). "The Role of the American Judiciary in 
the Extradition of Political Terrorists". Journal of Criminal Law and 
Criminology. 71 (3). Retrieved 2013-06-10, page 201.

10 Kinneally, James J., III (1987). "The Political Offense Exception: Is the United 
States–United Kingdom Supplementary Extradition Treaty the Beginning of the 
End?". American University Journal of International Law and Policy. 2 (1).
Retrieved 2013-06-11.

uji kejadian polllllllitititititititiiiikiii ((((peeeeeeeeririririririristiwa itu bukan bag

politik pembbeeereeee ononononononoontakakkkk n yaaaaaaangnngngngngg dilakukan ol

Polaaaaaaandndndnddnndndiaiaiaiaiaiaiaa yyyyyyyanananananananngggggggg mememmemememem mbmbmbmbmbmbmbmberononononononono tatatatatatatakkkkkkkk teteteteteteterhrhrhhrhrhhadaaaaaa ap k

mememememememeenngngngngngamamamamamaambibbiiiiilllllll alih kkkkkkkkapapapapapapapalalalalalalal mmmmmmerekekkkkkkaaaaaa meeeeeeenunnunununununujujujujujujujuj IIIIIIIngg

CaCaCaCaCaCaC sssssssssssssss elllllllsss dadaddddadannnnnnnn RRRRayayayayaayayaynenneeer GoGoGoGoGoGoGoGG dddddddddddddddararararararardddddddd mememememememengngngngngngnginininininini ter

popopopopopopopolililililitttittt k"k"k"k"k"k"k"k lebihhhhhhh luauaauauauauaassssssss dadadadadadadadaarirrrrrr padadddddd kkkkkkkkasasasassssusususususususu CCCCCCCC

pepepepepepepep mbmbmbbbbberererererereronoooooo takkkkakkk n yayyyyyy ngngggggg dilllllllakakakakakakakkakukukukukukukukukukanananananananaan ooooleleleleleleleehhhhhhh pepeppppp lalalalalalalakukukukukukukuu k

upupupupupupupu ayayayayayayayaaaaaaa untuuuk mengggggggghihihihihihhihinddndndndndnddndararararararara iii tuntutututututututanananananananan kkkkkkkkejejejejejejejjahaaaaaaa a

KoKoKoKoKoKoKoK lclclclclclclczzzyzzzz nski ttttttttereererererersebububububububuttttt dididididididiaanggggggggggggggap sebagagagagagagagaiaiaiaiaiaiai kkkkkkkkkasu

dalaaaaaammmmmmm mememememememendndndndndndndndeseseseseee krkk ippsisiiiisikkkaakan pepepeepeppp ngngngngngngngecececececececuauauauauauaualililililililiananananananan tttttterhada

Uji hak dan motiiiiiiiifffffff (((((IIIInjjjuredddd iirights test and motive((((((
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Pengujian terhadap hak atau yang biasa disebut sebagai 

obyektif tes, merupakan metode yang dikembangkan oleh Prancis 

yang melihat bahwa pelanggaran yang dilakukan tersebut 

ditujukan kepada organisasi politik dari negara peminta. Metode 

ini secara tidak langsung menolak pendekatan yang menyebut 

bahwa pelanggaran politik disebabkan karena adanya sentimen 

politik. Contohnya yang terjadi pada kasus Gatti, seorang 

komunis membunuh seorang pria asal San Marino, setelah itu ia 

terbang ke Perancis.11 Berdasarkan kemampuannya, pengadilan 

Perancis memberikan ekstradisi kepada negara Republik San 

Marino dengan alasan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh 

pelaku memang termasuk dalam ranah politik, namun tidak 

terdapat motif politik didalamnya.12

d. Uji dominasi (Predominance test)

Kata lain dari uji dominasi adalah uji proporsionalitas 

(preponderance or proportionality test) disebut juga sebagai 

"Swiss test". Di dalam tes ini mempertimbangkan unsur-unsur 

dari kejahatan umum terhadap motif politik atau tujuan yang 

ingin dicapai oleh pelaku. Misalnya yang terjadi pada tahun 
                                                           

11 Blakesley, Christopher L. (1987). "The Evisceration of the Political Offense 
Exception to Extradition". Denver Journal of International Law and 
Policy. 15 (1), page 115. 

 

12 Blakesley, Christopher L. (1987). "The Evisceration of the Political Offense 
Exception to Extradition". Denver Journal of International Law and Policy. 15 (1), 
page 115.
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1961, dimana terdapat kasus pembunuhan yang menewaskan 

anggota Front Pembebasan Nasional Aljazair (F. L. N.).13

Pengadilan Federal Swiss akhirnya mengabulkan permohonan 

ekstradisi yang diajukan oleh Perancis. Alasan dibalik 

dikabulkannya permintaan ekstradisi itu karena pengadilan 

melihat bahwa motif dan tujuan dari pelanggaran yang dilakukan 

oleh pelaku tidak terindikasi kearah politik, melainkan lebih 

condong kearah kejahatan umum.

e. Uji koneksitas (Connexity test) 

Uji koneksitas sendiri merupakan salah satu metode yang 

dikembangkan oleh Republik Irlandia. Beberapa sumber 

mengatakan bahwa pendekatan Republik Irlandia terhadap 

pengecualian kejahatan politik adalah metode yang baru 

ditemukan, sementara negara lainnya menggunakan metode yang 

telah ada sebelumnya.14 Metode ini seringkali disebut sebagai uji 

koneksitas (connexity test); metode ini berupaya menjelaskan 

bahwa didalam kejahatan politik bisa saja terdapat unsur dari 

kejahatan umum yang terhubung dengan kejahatan politik itu 

sendiri.

                                                           

13 Blakesley, Christopher L. (1987). "The Evisceration of the Political Offense 
Exception to Extradition". Denver Journal of International Law and Policy. 15 (1), 
page 113-114.

14 Gilbert, Geoff (2006). "Chapter 5: The Political Offence 
Exemption". Responding to International Crime. Martinus Nijhoff Publishers, 
page 66.
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Metode ini digunakan pada tahun 1973, dimana negara 

Inggris meminta ekstradisi kepada Irlandia atas sesorang yang 

bernama Sean Bourke, yang melarikan diri dari penjara di 

Inggris. Namun Bourke diketahui juga membantu melarikan 

rekan tahanan, yaitu George Blake (seorang mata-mata Soviet).15

Bourke sama sekali bukan anggota komunis dan upayanya untuk 

melarikan Blake adalah murni karena kasihan atas hukuman 42 

tahun yang akan dijalani oleh Blake. Di satu sisi kuasa hukum 

dari Bourke mengatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan 

terkait dengan kejahatan politik. Pada akhirnya mahkamah 

Agung Irlandia menolak isi pendapat dari Jaksa Agung yang 

menyatakan bahwa pelanggaran itu terkait dengan kejahatan 

politik. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Undang-Undang

Ekstradisi Irlandia 1965 tidak mengandung batasan perihal 

keterkaitan antara kejahatan politik dengan kejahatan biasa dan 

pihak-pihak dalam Undang-undang ini menolak secara eksplisit 

perihal pembatasan tersebut.

Simpulan dan Saran

Simpulan:

Dari permasalahan yang telah diteliti dan diuraikan di atas. Dapat 

disimpulkan bahwa Tindakan penolakan ekstradisi Edward Snowden yang 

                                                           

15 Cantrell, Charles L. (Spring 1977). "The Political Offense Exemption in 
International Extradition: A Comparison of the United States, Great Britain and 
the Republic of Ireland". Marquette Law Review. 60 (3). Retrieved 2013-06-11,
page 798-799.
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dilakukan oleh Hong Kong didasarkan pada Pasal 6 ayat (1) Agreement Between 

The Government of Hongkong and The Government of The United States of 

America for The Surrender of Fugitive Offenders. Dimana penjahat pelarian tidak 

dapat di ekstradisi apabila permohonan itu didasarkan atas kejahatan politik yang 

dilakukannya. Kemudian, ketentuan pada Resolusi PBB 45/116 tentang model on 

treaty extradition dalam Pasal 3(a) merupakan salah satu hukum yang dapat 

dijadikan pertimbangan suatu negara dalam melaksanakan ekstradisi. Tindakan 

Edward Snowden dapat dikategorikan masuk kedalam pelaku kejahatan politik 

khususnya kejahatan politik relatif karena perbuatannya yang mengambil data-data 

milik pemerintah dan dibocorkan kepada publik. Hal itu dilakukan Snowden 

karena ia menganut paham bahwa privasi seseorang wajib dihargai, oleh sebab itu 

tidak setiap pihak bahkan termasuk pemerintah sekali pun tidak boleh mengganggu 

hak tersebut. Dengan kata lain Snowden mempunyai kepercayaan akan politik 

yang berbeda dengan pemerintah.

Saran: 

Seyogyanya negara-negara lain juga memiliki sikap seperti yang dilakukan 

oleh Hong Kong terhadap kasus ekstradisi Edward Snowden. Yaitu Hong Kong 

telah melakukan tindakan yang tepat karena telah mematuhi perjanjian 

internasional yang dibuat antara Amerika Serikat dengan Hong Kong. 

ntah dan dibocorkan kekekkkekepapapapapapaada publik. Hal itu d

nganut paham bahwawawawawawawa privavvv siii seeseseseseeseorang wajib diha
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ananananananannyayayayayayayay neneenenenegagagagagagagaarrrrarrr -nenenenenenenegararararaarara laiaiaiaiaiaiaiinnnnnn jujujujujujujujugagagggggg  memmmmmmmilililililili ikiiiii sisisisisisisiikakkakakkappppppp sesesesesesesepppppppp

Kongngggggng tttttttereereeee hahahahahahahadap kakakakakakakakasusssssss s eksttstrrradididididididisisisisisisisii EEEEEEEEEdddwdwddwdwd ard SnSSnSnSSSnS owwwwwdedddddd n

ukaaaaaaannnnnnn titititindndndndndndndndakkkkakakakan yang tetetetetetetet papapapapapapapattttttttt kkkkkakk renanaanaa tttttteleleeee ahahahahahahah m

yangggggggg dididididididibububububububuat aantntntntntntntarararararaara AmAmAmAmAmAmAmAmerererererererikkkkikkkaa SeSeSeSeSeeeriririkakakakakakakaatttttt deddededededd nggggggggananananananan HHHHHHHHHoooonoo g

Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.7 No.1 (2018)

837



 
   

Daftar Pustaka 

Budiarto, M. 1981. Ekstradisi Dalam Hukum Nasional. Jakarta : Ghalia 

Indonesia, 1981. 

Blakesley, Christopher L. (1987). "The Evisceration of the Political Offense 
Exception to Extradition". Denver Journal of International Law and 
Policy.

Cantrell, Charles L. (Spring 1977). "The Political Offense Exemption in 
International Extradition: A Comparison of the United States, Great Britain 
and the Republic of Ireland". Marquette Law Review. 60 (3)

DeFabo, Vincent (2012). "Terrorist or Revolutionary: The Development of the 
Political Offender Exception and Its Effects on Defining Terrorism in 
International Law". American University National Security Law Brief. 2 
(2). 

Gilbert, Geoff (2006). "Chapter 5: The Political Offence Exemption". Responding 
to International Crime. Martinus Nijhoff Publishers. 

Kinneally, James J., III (1987). "The Political Offense Exception: Is the United 
States–United Kingdom Supplementary Extradition Treaty the Beginning 
of the End?". American University Journal of International Law and 
Policy. 2 (1). 

Lubet, Steven; Czackes, Morris (1980). "The Role of the American Judiciary in 
the Extradition of Political Terrorists". Journal of Criminal Law and 
Criminology. 71 (3). 

Oppenheim, L. 1955. International Law (8th ed., 1955), p. 701. 

Parthiana, I Wayan. 1990. Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum 
Nasional Indonesia. Bandung : Mandar Maju, 1990. 

Shearer, Ivan Anthony (1971). Extradition in International Law, Manchester 
University Press, Oceana Publication Inc. 

.

cent (2012). "Terroriririririririsststststss ooooor ReReReReReReReR volutionary: The D
cal Offender Excepepepepepepeptititititititiion aaaanddddddd IIIIIIItstststtstts Effects on Defi
ational Law". Ammmmmmmereeee icicicicicicicican Uninininininininiveveveveveveerrrsrrrrsity National Sec

ff (200606060600606))))).)))  "ChCCCCCC apapapapapapapteteteteteteter 5:5:55:5:5:5: Thehehehehehehee PPPPPolololololololiiitititititicalalalalalalall OOOOOOOOfffffffffffffffenenenenenenene ceeeeeee EEEEEEExem
ernatiititiitiionnnnnnnnaaaalaa CCCCCCCCrime. Maartrtrtrtrtrttrtininininininininususususususus NNNNNNNNijijijijijijiijhofffffffffffffff PPPPPPPPubbblililililiililishhhhhhhererererereee s..

messsssss JJJJJJJJ.,.,,,,,, IIIIIIIIIIIIIIIIIII ((((((((1919191919191987877778777).).).).).).).). "TTTTTTTThehehhhehehe Polllllllliiiitititiii icicicicicicicalalalalalalal OOOOOOOffffffffffffffffeneee sesesesesesese EEEEEEEExcxxxxxx ep
–UnUnUnUnUnUnUniiiiiiitededededededed KKKKKKKiiiniiii gddddddddomomomommomm Supppuppupppplllpllplleeeemeee entary EEEEEEExtttttttraaaaaaadididididididititititititition TTTTTTTr–
eeeeeee EEEEEEEEndndndndndndndnd?"?"?"?"?"?? . AmAmAmAmAmAmAA ericannnnnnn UUUUUUUnininiinininiveveveveveveveversrsrsrrsrsrsrsititititititittyyyyyyyy Journaanaaanaaalllllll ofofofofofofof IIIIIIIntntntntntntnttererererererrer
y. 2222222 (1(1(1(1(1(1(1).)))).))

n; CCCCCCCCzazazazazzazazackckckcc esesesesesss, MoMoMMMMM rrrrrrrrrrrrrrisisisisisisiss (((((((1919191919191919808080808080800).).).).).).) """""""ThThThThThThThTT eeeeeee RoRoRoRoRooolelelelelelele ooooooofff ththhhhhheeeeeeee AAAAmAAAA
xtradadadadadadaditititititititioioioioioionnnnnn ofoooooo PPPPPPPolitical TTTTTTTerererererererrororororororoririririririrists". JoJoJoJoJoooururururururururnanananaanaalllllll ofooooooo C
nologogogogogogogy.y.y.y.y.y.y. 77777771111111 (3(3(3(3(3(3(33).).).).).).).

L. 19555555555555555...... InInInInInInInnI teteteteteteternrrrrrr ational LaLaLaLaLaLaLawwwwwww (8(((((( th ed., 1999999955555555555555),),),),),),), pppppppp. 701.

Wayan. 1990000000. EkEkEkEkEkEkEkEkststststststststrarararaarararadidididididididd sisisisisisisi DDDDDDDDalalalalalalala amamamamamammammama HHHHHHHHHukuukukukukukukumumumumumumum IIIIIInternasion
nal Indonesia. Banddung : MMMMa ddddndddar Maju, 1990. 

Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.7 No.1 (2018)

838




